BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat oleh penulis dan telah di
kemukakan di atas, dapat ditarik simpulan yaitu:

1. Pelaksanaan pelayanan kesehatan memerlukan pembiayaan yang
kritis untuk menjamin akses masyarakat. Identifikasi sumber dana
dan mekanisme pembayaran diperlukan untuk memastikan
efektivitas penggunaan dana. BPJS, melalui varian PBI dan Non
PBI, berperan dalam memberikan akses layanan terjangkau untuk
masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Kedua jenis BPJS ini
bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk menyediakan
pelayanan sesuai kebutuhan peserta, saling mendukung upaya
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kendala adalah faktor yang menghambat pencapaian tujuan atau
perkembangan suatu kegiatan, dapat bersifat internal atau
eksternal. Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang, merespon
kendala ini dengan menerapkan registrasi online sebagai langkah
untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kesehatan.
Tujuan utama dari langkah ini adalah mengurangi waktu tunggu,
mempercepat proses pendaftaran, dan memberikan kenyamanan
kepada pengguna layanan kesehatan. Dalam konteks sistem antrian
Puskesmas Lubuk Buaya, kebijakan telah diterapkan: jika terjadi

keterlambatan lebih dari 5 pasien setelah nomor antrian tertentu,
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pasien diwajibkan untuk mengulang proses pendaftaran dan
mendapatkan nomor antrian dari awal. Kebijakan ini bertujuan
menjaga keteraturan dan efisiensi dalam penanganan pasien.

3. Bentuk Perlindungan pasien tak mampu di Puskesmas Lubuk
Buaya melibatkan inisiatif inklusif, seperti bantuan BPJS untuk
penyakit berat, kebijakan tanpa diskriminasi kartu BPJS, dan
pendaftaran online. Sistem antrian efisien, dukungan media sosial,
dan partisipasi pasien dalam peningkatan layanan juga diwujudkan.
Evaluasi internal dan eksternal memastikan kualitas layanan sesuai
standar. Puskesmas ini menyelenggarakan pembiayaan gratis
dengan persyaratan tertentu dan memberikan dukungan
pengurusan BPJS untuk memastikan akses kesehatan

komprehensif di masa mendatang.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis peroleh
terkait " Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Tidak Mampu Dalam
Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang", sejumlah
saran dapat diajukan, sebagai berikut:

1. Belum sepenuhnya terjalani mutu pelayanan yang ada di
Puskesmas Lubuk Buaya Kota Padang dalam memberikan hak dan
kebutuhan pasien yang tidak mampu atau pengguna BPJS . Agar
dapat memperbaiki pelayanan tentang pemenuhan hak pasien

terutama pasien yang keadaanya tidak mampu
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2. Pihak Puskesmas diharapkan memberikan penjelasan yang
komprehensif pada saat pendaftaran mengenai peraturan nomor
antrian pasien. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan
kendala yang dapat timbul dan memastikan pemahaman pasien
terhadap kebijakan tersebut. Penyampaian informasi ini di awal
pendaftaran akan memfasilitasi pemahaman dan penerimaan
pasien terhadap kebijakan yang berlaku.

3. Perlu perbaikan dalam pelaporan dan penanganan keluhan pasien
di Puskesmas Lubuk Buaya, Kota Padang. Pasien mengalami
ketidaknyamanan, dan insiden yang tidak terlapor menciptakan
kebutuhan untuk pemantauan yang lebih cermat dan peningkatan
komunikasi antara pasien dan petugas kesehatan. Prioritas harus
diberikan pada upaya memastikan kenyamanan dan keamanan
pasien serta meningkatkan kualitas pelayanan di puskesmas. Ini

akan menghasilkan pengalaman positif bagi pasien.
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